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PUTUSAN
Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Pdn
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru

Honorer, tempat kediaman di

Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;, sebagai

Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru

Honorer, tempat kediaman di

Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli

Tengah;, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13
Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada
hari itu juga dengan register perkara Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Pdn,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang
melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 dan dicatat

oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tukka,
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Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Buku
Kutipan Akta Nikah Nomor: 17/04/IV/2016 tertanggal 18 April 2016;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Tukka, Kabupaten
Tapanuli Tengah dan terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di
rumah tempat kediaman bersama di Kecamatan Pandan,
Kabupaten Tapanuli Tengah.

3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah
berhubungan sebagai suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang
anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Lk) tanggal lahir 25
April 2017 (umur 2 tahun):

4. Bahwa, pada tahun 2018 setelah pernikahan ketentraman rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dengan adanya

perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan antara lain:

—_

. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

2. Tergugat malas untuk bekerja;

3. Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak;

4. Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat

kurang lebih selama 6 (enam) bulan lamanya;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat tersebut terjadi pada pertengahan bulan Juni 2019, terjadi
pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat
malas untuk bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat
dan anak, Tergugat juga kurang perhatian terhadap keluarga, sehingga
membuat Penggugat tidak tahan lagi tinggal dan hidup bersama Tergugat;
6. Bahwa, akibat kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
satu rumah kurang lebih selama 2 (dua) bulan lamanya sampai saat ini;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan
pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing

pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka
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perceraian merupakan alternative bagi Penggugat untuk menyelesaikan
permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pandan cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat
(PENGGUGAT);
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada
Penggugat;

atau, jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo
et bono);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil
atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan
tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang
sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dengan
mencocokan pada kartu tanda penduduk dirinya, dan ternyata Penggugat adalah
orang yang dimaksud sebagaimana tersebut dalam identitas gugatan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya
untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi

dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di
persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat
didengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 17/04/I\V/2016
tertanggal 18 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut
telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Bahwa, selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi
sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

1. SAKSI | PENGGUGAT, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,
bertempat tinggal di Kecamatan
Tukka., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat
adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa, saksi tahu dan hadir pada saat pernikahan antara Penggugat
dan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli
Tengah, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Kecamatan Pandan,
Kabupaten Tapanuli Tengah, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, selama ikatan pernikahan tersebut, antara Penggugat dan
Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis
namun sejak pertengahan tahun 2017 yang lalu antara Penggugat dan
Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, saksi pernah mendengar secara langsung pertengkaran

antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 kali;
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- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat
karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada
Penggugat karena Tergugat malas bekerja, dan Tergugat tidak ada
komunikasi yang baik dengan Penggugat dan keluarga Penggugat, dan
Tergugat bersifat egois;
- Bahwa, hingga saat ini sudah 2 (dua) bulan lebih antara Penggugat
dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak ada nafkah
kepada Penggugat;
- Bahwa, usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah
pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.
2. SAKSI Il PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu
rumah tangga, bertempat tinggal di
Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat
adalah sebagai kakak ipar Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa, saksi tahu dan hadir pada saat pernikahan antara Penggugat
dan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli
Tengah, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Kecamatan Pandan,
Kabupaten Tapanuli Tengah, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, selama ikatan pernikahan tersebut, antara Penggugat dan
Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis
namun sejak pertengahan tahun 2017 yang lalu antara Penggugat dan
Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, saksi pernah mendengar secara langsung pertengkaran

antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali;
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- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat
karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada
Penggugat karena Tergugat malas bekerja, dan Tergugat tidak ada
komunikasi yang baik dengan Penggugat dan keluarga Penggugat, dan
Tergugat bersifat egois;

- Bahwa, hingga saat ini sudah 2 (dua) bulan lebih antara Penggugat

dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak ada nafkah

kepada Penggugat;

- Bahwa, usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah

pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, atas alat-alat bukti tersebut Penggugat telah mencukupkan dan
tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon
agar segera dijatuhkan putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis
Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Kompetensi Pengadilan Agama
Pandan dalam mengadili gugatan Penggugat untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan
perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan
pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
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Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah gugatan
cerai yang diajukan oleh pihak isteri, dan berdasarkan hasil pemeriksaan identitas
Penggugat dengan mencocokannya pada Kartu Tanda Penduduk Penggugat,
ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan,
maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,
ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam, Pengadilan Agama Pandan berwenang untuk menerima dan
memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
legal standing Pemohon dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa
Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah secara Islam, dan
sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat memiliki legal standing dalam
mengajukan gugatan a quo, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai
hak dan kepentingan hukum (persona standi in judicio) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak datang
menghadap dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya
yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat
tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan menganjurkan
Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya
dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat
dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karenanya
upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 154 R.Bg. Junctis. Pasal 82

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dalam
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan
Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di
Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa sehubungan Tergugat tidak pernah datang dan tidak
pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan,
maka sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW. yang terdapat dalam kitab

Ahkamul Quran karangan Al Jashash halaman 600, yang berbunyi:

o §2 Y plllo g9 i pld praluall o S5 o oS Gl (585 o
Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk datang di Pengadilan Agama tidak hadir,
maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya,”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa fakta peristiwa yang menjadi pokok masalah dalam
perkara a quo adalah adanya perselisihan dan pertangkaran antara Penggugat
dan Tergugat sehingga rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak awal tahun
2018, disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat
malas untuk bekerja, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak,
Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat kurang lebih
selama 6 (enam) bulan lamanya, dan akibat pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat pisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Juni 2019, atas keadaan
demikian Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat
telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada

Penggugat;
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atau, jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo
et bono);

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal
34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden nomor
1 tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam), harus lah sesuai dengan petunjuk pasal
22 ayat (2) Peraturan Pemerintah no 9 tahun1975, perceraian baru dapat diterima
apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai penyebab perselisihan dan
pertengkaran itu, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih
lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah)
yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan
aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami isteri antara
Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal
dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu
Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti
sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:
SAKSI | PENGGUGAT dan SAKSI Il PENGGUGAT, keduanya telah memberikan
keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat menerangkan keadaan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena antara
Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak 2 (dua) tahun
yang lalu, disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga
tidak terpenuhi, Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat dan anak, kemudian
sejak 2 (dua) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang

didengar sendiri dari cerita Penggugat, serta relevan dengan dalil yang harus
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dibuktikan Penggugat pada posita angka 4, 5, dan 6 keterangan keduanya saling
bersesuaian satu sama lainnya, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah
memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309
R.Bg. Oleh karena itu, keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat P dan
saksi 1 serta saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri
yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;

2. Bahwa, setalah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
bersama di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Tukka, Kabupaten
Tapanuli Tengah, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Kecamatan
Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan
harmonis sejak 2 (dua) tahun yang lalu, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga
tidak tercukupi, dan Tergugat tidak perhatian terhadap keluarga;

5. Bahwa, akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus,
antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai dengan
sekarang telah berjalan lebih kurang 2 (dua) bulan;

6. Bahwa, usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan,
akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dalil gugatan berdasarkan alat
bukti di persidangan, Majelis Hakim dapat mengkualifisir fakta hukum sebagai
berikut;

1. Bahwa, Penggugat terikat perkawinan yang sabh;

2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan
harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa, sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat

sering terjadi perselihan dan pertengkaran;
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4. Bahwa, selama pisah keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak
melakukan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa, upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan
Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan
pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1, karena
berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis pertimbangkan kemudian
setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2, Majelis
mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau
dalam bahasa lainnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah (Vide
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam);

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga menurut ajaran Islam adalah
sebagaimana termuat dalam ayat Alqur'an surat Ar-Rum ayat: 21, yang berbunyi
sebagai berikut:

Io 218 e 00 liawS e elzl LunSisl gl 22 wiS e 0538 5 70d |0 des 3L Yyeu
yoiéa

RETPEL TR

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat telah
membuktikan dalilnya bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, dan dengan melihat
keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim

berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih
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besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, karena di antara Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga
kalaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah
tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa
rasa saling sayang dan mencintai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken marriage) dan sudah
tidak ada harapan lagi untuk mempertahankannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan sebuah
dalil syar’i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

oo Vg 0 Y
Artinya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu
sampai dimudarati (dicelakai);

Menimbang, bahwa Majelis juga mengemukakan dalil syar’i yang lain,
berupa kaedah fighiyah yang terdapat dalam kitab al-Asybah wa an-Nazhair yang
selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

I3l lagazl 6,0 Lo lagalacl (se5) Obauio yolei
Artinya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat
Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV
halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

48, lao)l cuwlio) s 8350 Vg dxo logiy 3295 o) Ol calisl ols
Artinya:,” Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak
ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara
keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik”.

(Kitab Al-Showi Juz 1V).

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil
alih sebagai pendapat Majelis menyatakan bahwa “Suami isteri yang tidak
berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka
rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan

cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum
yang telah Majelis kemukakan, quod est Penjelasan Pasal 39 Undang-undang
Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,
Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti dan tidak melawan
hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat poin 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarakan hal-hal tersebut di atas, maka majelis
hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan
perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1)
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan
Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,
oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk
dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap
Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat poin 3, oleh karena
perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum
gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada
Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-
masing petitum gugatan Penggugat di atas, maka menjawab petitum gugatan
Penggugat poin 1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak
pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka
qguod est ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan
dengan verstek;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan tidak hadir;
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2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp. 341.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama
Pandan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan
tanggal 25 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh Drs. Irmantasir, M.H.l. sebagai Ketua
Majelis, Mhd. Ghozali, S.H.l., dan Rusydi Bidawan, S.H.I., masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan
dibantu oleh H. Zulpan, S.Ag., sebagai Panitera sidang, dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,
TTD TTD
Mhd. Ghozali, S.H.I. Drs. Irmantasir, M.H.I.
TTD
Rusydi Bidawan, S.H.I
Panitera,
TTD

H. Zulpan, S.Ag

Perincian biaya :

Pendaftaran :Rp 30.000,00
ATK Perkara :Rp 50.000,00
Panggilan Rp  225.000,00

- PNBP 'Rp 20.000,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 6.000.00
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Jumlah Rp  341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).
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